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Abstract: This article studies political and governmental 
concept in the perspective of Abu > al-A’la > al-Maudu >dy, a well-
known Muslim apologistic intellectual from Pakistan. In the 
area of Islamic political thought, he has a distinct thought 
which he formulates in a theory he names teo-democracy. It is 
a synthesis of teocracy which signifies divine aspect and 
democrcy which gives human consideration in politics.. Abu > 
al-A’la > al-Maudu >dy along with Rashi >d Rid}a >, is a thinker who 
desires a universal Islamic state , as it happened in the 
glorious past known by the name of chaliphate or khilafah 
(Islamic universal state) and not nation state as it  is practiced 
nowadays worldwide by many countries. From the 
perspective of Montesqueu’s trias politica, the nuance of 
teocracy in khilafah is more dominant than its democratic 
aspect. It is so because  the bodies of legislative, executive as 
well as judicative which are the main features of a democratic 
nation, should remain in the framework guidelined by God 
the Almihghty, the ultimate ruler. 
 
Kata kunci : al-khila >fah, negara, pemerintahan, sistem politik, 
dan agama Islam.  
 
A. Pendahuluan 
Umat Islam, sebagai bagian integral dari manusia 
secara general, mau atau tidak, pasti bersentuhan, baik secara 
pasif maupun aktif, dengan dunia politik dan pemerintahan 
karena keduanya merupakan bagian yang tak terhindarkan 
dari hidup dan kehidupan. Terlebih, tidak sedikit ayat al-
Quran yang menyinggung masalah ini meskipun pada tataran 
global dan interpretatif sehingga memunculkan ide-ide 
tentang politik dan pemerintahan yang beragam di kalangan 
intelektual muslim.  
Salah satu tokoh yang mempunyai perhatian cukup 
besar terhadap masalah ini adalah seorang pemikir dari sub 
kontinen India (Pakistan) yang bernama Abu > al-A’la > al-
Maudu >dy, yang lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H./25 
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September 1903 M. di Aurangabad, sebuah kota terkenal di 
kesultanan Hyderabad (Deccan), sekarang bernama Andhra 
Prades di India.1  
Dengan konsisten, pendiri Jama’at-i Islam ini  mencoba 
merakit dan menjalin seluruh pemikirannya menjadi satu 
sistem dan tata pikir terpadu. Statemen dasar bahwa Islam 
merupakan sistem komprehensif2 bagi kehidupan manusia 
menjadi pijakan utama yang termuat di dalamnya sistem 
sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya. 
Baginya, Islam merupakan sebuah sistem yang teratur rapi, 
suatu keseluruhan yang berdiri di atas postulat yang jelas dan 
pasti. Segala kehidupan manusia telah diatur di dalamnya 
dengan tegas, sehingga kaum muslim tidak perlu berpaling 
atau bahkan mencari sistem lain dalam mengatur hidup dan 
kehidupannya. 
Sungguhpun pemikiran al-Maudu >dy sering mendapat 
kritik keras, akan tetapi kritik itu tidak sedikitpun 
menggoyahkan kemantapan tata pikirnya yang begitu solid.3 
Dengan argumentasi-argumentasinya yang sistematis, ia 
mampu tetap bertahan dengan konsep dasar universalitas 
Islam (Islamic Universal World).  
Meskipun, pada tataran aplikatif sulit diwujudkan 
terlebih dewasa ini yang mengemuka adalah tidak lagi 
ideologi agama, an sich, tapi juga faktor lain baik berupa 
nasionalisme, partai politik, atau untuk kasus tertentu 
kesukuan. Kajian terhadap konsepsi politik dan pemerintahan 
al-Maudu >dy tampaknya cukup urgen bila dilihat dari segi  
konsep-konsep yang ditawarkan, meskipun terkesan tekstual 
                                                        
1Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan (Bandung: 
Mizan, 1993), h. 238. 
2Banyak ahli yang mempertanyakan atau bahkan tidak setuju dengan 
statemen bahwa Islam merupakan sistem komprehensif, mencakup segala 
persoalan duniawi  dan/atau ukhrawi yang tercermin dalam ayat-ayat al-
Qur’an atau Sunnah Nabi.  Harun Nasution memberi uraian rinci sekitar 
anggapan bahwa al-Quran mengandung segala-galanya dan membuktikan 
bahwa anggapan tersebut sebenarnya keliru. Lebih jelas dalam: Harun 
Nasution, Studi Islamika, No. 17 Juli 1983, h. 4. 
3M. Amin Rais, “Kata Pengantar Khilafah dan Kerajaan”, Dalam Abu> Al-
A’la> Al-Maudu>dy, al-Khlila>fah wa al-Mulk (Bandung : Mizan, 1978), h. 6. 
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dengan banyak menggunakan pola pikir deduktif, yang 
terpolarisasi oleh diktum wahyu Ilahi, tapi pada sisi yang lain 
realitas sosial yang muncul belakangan juga tersentuh walau 
dalam porsi yang  tidak sama dengan yang disebut 
sebelumnya.  
 
B. Pemikiran Tentang Sistem Politik dan Pemerintahan 
Pemikiran politik al-Maudu >dy bersifat independen 
tidak terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan yang sedang 
terjadi. Realitas politik yang sedang berkembang kala itu 
bahkan banyak ditentang karena dinilai tidak sejalan dengan 
misi diturunkannya ajaran Islam. Hal ini terlihat, pada satu 
sisi, misalnya, ia mengkritik dan melawan kebijakan 
pemerintah Pakistan, negara di mana ia tinggal, dan menuduh 
orang-orang yang berkuasa di negara itu gagal mengubah 
Pakistan menjadi negara Islam yang sesungguhnya. Pada sisi 
yang lain, ia juga mengkritik sistem pemerintahan Barat baik 
yang telah maupun belum diimpor ke dalam dunia Islam. 
 
1. Prinsip Sistem Politik Islam 
Kepercayaan pada keesaan dan kekuasaan Allah (the 
unity and souverenity of God) adalah dasar dari sistem sosial 
dan moral yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad.Ini 
pula yang menjadi titik tolak (starting point) filsafat politik 
Islam. Menurut al-Maudu >dy, prinsip dasar Islam adalah 
bahwa manusia, baik secara individu maupun kolektif, harus 
menyerah pada ketentuan, peraturan, dan kekuasaan Tuhan 
saja. Tak seorangpun diperbolehkan memberikan perintah 
atas namanya sendiri, tak seorangpun dapat membuat 
undang-undang dengan wewenangnya sendiri, dan orang-
orang tidak bisa diwajibkan mengikuti undang-undang yang 
dibuat oleh manusia itu. Kedaulatan dan kekuasaan berada di 
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nama kedaulatan Tuhan itu.4 Pendapat al-Maudu >dy 
merupakan hasil analisisnya terhadap ayat-ayat al-Qur’an 
yang dijadikan dasar argumentasi tentang suverenitas  Tuhan 
di antaranya ayat-ayat berikut:5 
“Keputusan itu hanyalalah milik Allah. Dia telah 
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. 
Itulah agama yang lurus”.6 
“Mereka bertanya, “Apakah kami juga punya wewenang 
tentang hal ini? “.Katakanlah, “Semua wewenang itu ada 
ditangan Allah”.7 
“Dan barang siapa yang tidak membuat keputusan menurut 
apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir”.8 
Menurut ayat-ayat di atas, kedaulatan berada ditangan 
Tuhan. Dialah pencipta hukum (the law-giver). Tak seorangpun 
manusia, bahkan Nabi, mempunyai hak untuk memerintah 
orang lain atas namanya sendiri atau melarangnya dari 
melakukan sesuatu.9 Konsep ini terimplikasi oleh kesetaraan 
manusia sehingga tidak seorangpun, sebagai representasi diri 
atau kelompok, dapat memerintah orang lain karena derajad 
semua manusia  sama, kecuali kadar ketakwaan,10 yang – 
meminjam istilah Amin Rais -- tidak ada manusia yang 
superior atau inferior terhadap manusia lainnya.11 Meskipun 
manusia merupakan representasi Tuhan di muka bumi, 
sebagaimana terlihat  pada dimensi awal penciptaannya 
sebagai khalifah Allah di muka bumi,12 dengan dibekali 
                                                        
4Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, “Political Theory in Islam”, Dalam John J. 
Donohue (ed.), Islam in Transition (New York: Oxford University Press, 1982), 
h. 252.  
5Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, al-Khila>fah wa al-Mulk, terj. Muhammad Baqir 
(Bandung: Mizan, 1994), h. 45-60.  
6QS. Yu>su>f (12): 40. 
7QS. A<li ‘Imra>n (3): 42. 
8 QS. al-Ma>idah (5): 44. 
9Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Political Theory in Islam, h. 253. 
10QS. al-H{ujura>t (49): 13. 
11 M. Amien Raies, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, 1999), h. 13-14. 
12QS. al-Baqarah (2): 30. 
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perangkat keras (hard ware) antara lain sebaik-baik bentuk13 
dan perangkat lunak (soft ware) seperti ilmu pengetahuan 
yang menyebabkan lebih unggul dari makhluk manapun 
termasuk malaikat,14 ia tidak diberi wewenang untuk 
mengurus dan mengatur dunia ini berdasar kebebasan secara 
mutlak. 
Dari berbagai ayat al-Quran yang mengandung 
indikasi tentang kedaulatan di tangan Tuhan seperti terlihat 
pada ayat-ayat di atas dapat ditarik benang merah  tentang 
karakteristik sistem politik Islam yang, menurut al-Maudu >dy, 
secara simbolik terrepresentasi sebagai berikut:  
Pertama, tidak seorang, sekelompok orang atau bahkan 
seluruh penduduk suatu negara dapat melakukan 
souverenitas (kedaulatan). Hanya Allah saja yang memegang 
kedaulatan dalam arti yang sebenarnya. Seluruh manusia 
hanyalah pelaksana kedaulatan Tuhan.15  Al-Qur’an 
menyatakan bahwa milik Allah-lah segala kekuasaan dan 
urusan, Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.16  
Kedua, Allah adalah pencipta hukum yang sebenarnya 
(the real law-giver) sehingga Dia sajalah yang berhak membuat 
legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat 
legislasi sepanjang legislasi itu tidak bertentangan dengan 
legislasi yang berasal dari wahyu. Dengan kata lain, orang-
orang beriman tidak dapat menyusun undang-undang yang 
sama sekali idependen dari ketentuan Allah, atau merubah 
hukum yang telah ditetapkan Allah  meskipun seluruh rakyat 
menghendaki.17  
Ketiga, suatu pemerintahan yang menjalankan 
peraturan-peraturan dari Tuhan sebagaimana diterangkan 
oleh nabi-Nya wajib ditaati oleh rakyat, sebab pemerintah 
                                                        
13QS. al-Ti>n (95): 4. 
14QS. al-Baqarah (2): 31-33. 
15Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Islamic Law and Constitution (Lahore: Islamic 
Pubilacition Ltd., 1977), h. 253.  
16QS. A<li ‘Imra>n (3): 189. 
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semacam itu pada prinsipnya bertindak sebagai wadah yang 
memberlakukan peraturan-peraturan Tuhan.18  
Teori politik yang dikemukakan oleh al-Maudu >dy di 
atas bila dilihat dari kaca mata politik konvensional tampak 
sangat unik dan bahkan ganjil. Keunikannya terletak pada 
konsep dasar bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan, 
bukan di tangan manusia, rakyat, sebagaimana dianut oleh 
negara-negara modern dewasa ini. Memang al-Maudu >dy 
tidak menyetujui adanya kedaulatan rakyat itu. Penolakan itu 
terjadi karena al-Maudu >dy menemukan kelemahan-
kelemahan dalam teori kedaulatan rakyat tersebut.  
Setidaknya ada tiga kelemahan dalam teori tersebut. 
Pertama, kelompok penguasa bisa saja bertindak atas nama 
rakyat meskipun sebagian pikiran dan tenaga yang 
dikerahkan bukan untuk rakyat, tetapi untuk melestarikan 
kekuasaan yang mereka pegang.19  
Perhatian al-Maudu >dy tampaknya tertuju pada 
praktek kedaulatan rakyat yang terkadang memberlakukan 
hukum besi oligarkhi (the iron of oligarchy), yaitu ketika 
kelompok penguasa saling bekerja sama dalam menentukan 
berbagai kebijaksanaan politik, sosial, dan ekonomi negara 
tanpa harus menyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi 
rakyat. Pada sisi lain, bisa saja para penguasa itu atas nama 
rakyat selalu memperpanjang kekuasaannya dengan dalih 
konsensus nasional, sekaligus memojokkan para pengkritik 
dengan tuduhan subversif dan sebagainya. Ini kelihatannya 
yang mempengaruhi al-Maudu >dy sehingga ia tidak begitu 
bergairah menyetujui demokrasi sembari mengatakan bahwa 
sistem politik yang dianggap paling modern itu telah gagal 
menciptakan keadilan sosial ekonomi, juga keadilan hukum.20  
Kedua, jika kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi 
berada di tangan rakyat, pembuatan hukum harus sesuai 
dengan selera dan opini rakyat. Tidak menutup kemungkinan 
tindakan-tindakan amoral dan bahkan non manusiawi 
                                                        
18Ibid.  
19Ibid. 
20M. Amien Raies, Cakrawala Islam , h. 20.  
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menjadi legal apabila opini publik menuntutnya.21 Pada 
dekade terakhir ini, tuntutan dengan berbagai macam dalih, 
antara lain atas nama hak asasi manusia (HAM) yang telah 
menjadi selera dan opini masyarakat menyeruak dan 
menuntut legislasi seperti kasus kaum gay yang menuntut 
agar hubungan seksual mereka diakui secara yuridis formal, 
dalam sebuah institusi perkawinan. 
Ketiga, suatu legislasi, betapapun benar dan adil, dapat 
dibatalkan bila rakyat menghendakinya.22 Dengan demikian, 
terlihat bahwa di satu pihak demokrasi dalam teori 
kedaulatan rakyat hanya menjadi tutup bagi oligarkhi dan di 
pihak lain bisa menjadi apa saja yang dikehendaki rakyat 
yang terkadang bercorak irrasional dan bahkan a moral. Bila 
kondisi demikian dibenarkan, supremasi hukum tidak dapat 
ditegakkan dan negara tidak lebih dari sekedar kumpulan 
orang-orang (baca: rakyat) yang mempunyai kepentingan dan 
keinginan yang menuntut dipenuhi meskipun itu tidak legal 
baik dilihat dari legislasi Tuhan maupun legislasi manusia. 
Suatu contoh dalam hal ini, sebagaimana dikemukan 
al-Maudu >dy,  adalah dalam Prohibition Law of America 
(Undang-Undang Larangan Amerika), secara logis, pernah 
disebutkan bahwa minuman keras berbahaya bagi kesehatan, 
menimbulkan akibat yang merusak mental dan intelektual 
manusia. Publik Amerika mengakui kenyataan ini dan 
menyetujui diberlakukannya Undang-Undang tersebut  yang  
kemudian disahkan dengan pemungutan suara mayoritas. 
Akan tetapi, ketika Undang-Undang itu diberlakukan, rakyat 
menuntut agar dibatalkan. Konsekuensinya, minuman keras 
dikonsumsi lagi dan bahkan pemakaianya menjadi lebih luas 
dari sebelumnya.23 Dengan kata lain, peraturan yang telah 
ditetapkan secara konsensus, begitu saja dapat dibatalkan bila 
sebagian rakyat, dalam hal ini para peminum, menghendaki.  
Di samping itu, al-Maudu >dy juga tidak menyetujui 
praktek pemerintahan dengan sistem monarkhi. Menurutnya, 
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seluruh kerajaan pasti memaksakan ditaatinya kekuasaan 
secara turun temurun dan karenanya kondisi kerajaan 
demikian merampas hak-hak rakyat dalam berbagai bidang; 
ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.24 Hak menjadi 
pemimpin negara dibatasi dari keturunan kerajaan, sementara 
rakyat tidak punya hak sama sekali. Bagi al-Maudu >dy,  sistem 
monarkhi adalah malapetaka yang paling besar dan paling 
tragis yang telah menimpa kaum muslimin.25 
Bagi al-Maudu >dy, baik demokrasi maupun monarkhi, 
mempunyai kelemahan yang sangat besar sebab keduanya 
bersifat ekstrim. Ekstrimitas yang pertama terletak pada 
diberikannya kebebasan kepada rakyat untuk menentukan 
kekuasaan, sebab kekuasaan itu dari, oleh, dan untuk mereka, 
yang pada titik tertentu tidak demikian, tapi sesungguhnya 
oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat atau 
memang oleh rakyat sendiri, tapi karena keterbatasan mereka, 
terjadilah proses dehumanisasi atau a moralisasi dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ektrimitas yang kedua 
terlihat pada hak kepemimpinan negara yang hanya dibatasi 
dari keturunan kerajaan, sementara rakyat tidak punya hak 
sama sekali. Akibat negatif dari pola kepemimpinan demikian 
tidak hanya munculnya oligarkhi karena penguasa tidak 
merasa dipilih dan diangkat oleh rakyat, sehingga tidak 
berhutang budi kepada mereka, melainkan karena darah yang 
mengalir dalam dirinya, tapi juga memunculkan pemaksaan, 
baik secara terselubung maupun terus terang, ditaatinya 
kekuasaan secara turun temurun yang mengakibatkan 
kerajaan merampas hak-hak rakyat baik dalam bidang 
ekonomi, politik, hukum, maupun lainnya.  
Karena itu, sistem yang dimajukan Islam merupakan 
alternatif terbaik bagi kaum muslimin. Sebagaimana 
dijelaskan, dengan berdasar ayat-ayat al-Qur’an, al-Maudu >dy 
mencoba mengetengahkan bahwa sistem yang dianut Islam 
adalah kedaulatan Tuhan. Namun, ini tidak berarti negara 
yang dikehendaki Islam adalah teokrasi sebab di antara ayat-
                                                        
24M. Amien Raies, Cakrawala Islam, h. 12 
25Ibid., h. 13. 
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ayat al-Quran ada yang menganjurkan agar umat Islam 
memutuskan perkara yang mereka hadapi dengan 
bermusyawarah.26 Konsep musyawarah mengandung 
implikasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sebab 
dengan musyawarah itu, rakyatlah yang memutuskan segala 
persoalan. Berangkat dari sintesa ini, al-Maudu >dy 
mengemukakan konsep theo-demokrasi, sebuah pemerintahan 
demokratis yang berdasar pada wahyu Tuhan.27  
Pemikiran sintetis ini mengandung arti bahwa Islam 
memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi 
kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-
norma yang datangnya dari Tuhan. Rakyat tidak boleh 
menggunakan kedaulatannya itu dengan semuanya sendiri 
(leisez faire), sebab ada peraturan-peraturan Tuhan, norma-
norma dan nilai-nilai Ilahi yang harus dipatuhi. Dengan kata 
lain, kedaulatan rakyat terbatas di bawah kedaulatan Tuhan (a 
limited popular souverenity under the souverenity of God).28 al-
Maudu >dy menulis : 
‘Tidak seseorang atau kelaspun dapat mengkalim bahwa 
khilafah Allah hanya dikhususkan baginya bukan pada 
umat Islam lain. Inilah yang membedakan khilafah 
islamiyah dengan sistem kerajaan, pemerintahan kelas 
atau pemerintahan para pendeta agama. Dan ini pulalah 
yang mengarahakan khilafah Islamiyah ke arah 
demokrasi, meskipun terdapat perbedaan antara 
demokrasi Islami dengan demokrasi Barat. Sebab, dasar 
pemikiran demokrasi Barat bertumpu atas prinsip 
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedang 
demokrasi dalam Islam, rakyat mengakui bahwa 
kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah. Dengan suka 
rela dan atas keinginannya sendiri, mereka menjadikan 
                                                        
26QS. A<li ‘Imra>n (3): 159 dan QS. al-Shu>ra> (42): 38. 
27Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Political Theory in Islam, h. 254. 
28Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Islamic Law and Constitution, 133. Abu> al-A’la> 
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kekuasaannya dibatasi oleh batasan perundang-
undangan Allah’.29 
Kelihatannya ada satu kritik yang sangat relevan 
untuk dikedepankan terhadap teori al-Maudu >dy ini, yaitu 
dengan membatasi kedaulatan rakyat di bawah kedaulatan 
Tuhan, bukankah teori semacam ini tidak akan membuat 
manusia modern menjadi dewasa dan kurang bertanggung 
jawab, karena Tuhan masih terus dibawa-bawa dalam urusan 
politik dan pemerintahan. Lantas kapan manusia modern 
akan berdiri sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Tuhan? 
Kritik semacam ini tampaknya sudah pernah terlintas dalam 
benak al-Maudu >dy. Hal ini dapat ditangkap dari kata-katanya 
: “Mungkin akan dikatakan bahwa dengan teori ini, Allah 
merampas kemerdekaan akal pikiran dan intelektual manusia 
dan bukan melindunginya”.30  
Selanjutnya al-Maudu >dy menyatakan bahwa Allah 
memegang sendiri hak membuat undang-undang tidak 
bertujuan merampas kebebasan manusia,tetapi justru untuk 
melindungi kebebasan itu sendiri. Tujuan Allah adalah untuk 
menyelamatkan manusia dari kesesaatan. Menurut al-
Maudu >dy, jika kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak 
saja kita akan menjadi dewasa penuh, tetapi juga akan 
melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Dengan 
demikian, ada moral obligation yang sangat kuat mendorong 
agar tugas itu di laksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
Sebenarnya Allah tidak mengikat manusia untuk menikmati 
kebebasannya. Ia hanya memberikan batasan-batasan31 yang 
didalamnya manusia dapat berbuat sesuai dengan 
kehendaknya selama berada dalam batasan-batasan itu. 
Batasan-batasan yang dimaksud terdiri atas prinsip-
prinsip, larangan-larangan, kesimbangan-keseimbangan 
tertentu, dan perintah dalam berbagai bidang kehidupan. 
Batasan-batasan itu dimaksudkan untuk memberikan frame 
work yang luas yang di dalamnya manusia bebas membuat 
                                                        
29Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, al-Khila>fah wa al-Mulk, h. 73. 
30Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Islamic Law and Constitution, h. 133. 
31Ibid., h. 135-136. 
Sistem Politik dan Pemerintahan Islam ... 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008 
104
undang-undang, memutuskan perkara yang dihadapi, dan 
membuat hukum serta perundang-undangan subsider untuk 
mengatur tingkah lakunya.32 Dengan frame work ini, umat 
Islam dapat dengan leluasa menentukan segala hal yang 
berkaitan dengan kemaslahatan hidupnya baik sebagai 
individu dan terutama secara kolektif tapi tidak keluar dari rel 
yang berakibat terguling dan terpuruknya kehidupan. 
 
2. Tujuan Negara 
Karena negara yang dimaksudkan oleh al-Maudu >dy 
adalah negara theo-demokrasi yang merupakan hasil 
pemikiran sintetis dari ayat-ayat al-Quran, dan sikap 
pemikirannya yang cenderung deduktif, maka tujuan negara, 
menurutnya, dapat diketahaui melalui al-Qur’an di samping 
jugan sunnah Nabi. Suatu misal, al-Qur’an menyatakan:  
“Sesungguhnya Kami telah megutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya 
menusia dapat melaksakana keadilan. Dan Kami ciptakan besi 
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 
manfaat bagi manusia”.33 
Ayat ini, menurutnya, mengandung simbol tentang  
kekuatan politik dan menjelaskan bahwa missi Nabi adalah 
untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat 
mendapatkan keadilan sesuai dengan standar yang ditetapkan 
oleh Allah dalam kitab-Nya. Berdasar ayat ini dan ayat-ayat 
lain yang senada34 dapat dirumuskan tujuan negara sebagai 
berikut : (1) mengelakkan terjadinya eksploitasi antar 
manusia, antar kelompok, atau antar kelas dalam masyarakat. 
(2)  memelihara kebebasan ekonomi, politik, pendidikan, 
agama dan sebagainya bagi para warga negara dan 
melindunginya dari infasi asing. (3) menegakkan sistem 
keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki al-
                                                        
32Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Political Theory in Islam, h. 254-255. 
33QS. al-H{adi>d (57): 25. 
34Ayat-ayat yang senada dengan ayat di atas misalnya pada QS. A <li 
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Qur’an. (4) memberantas kejahatan (al-munkarat) dan 
mendorong setiap kebajikan sebagaimana digariskan dalam 
al-Qur’an. (5) Negara merupakan tempat tinggal teduh yang 
mengayomi setiap warganya dengan jalan memberlakukan 
hukum tanpa diskriminasi.35 
Dari tujuan yang dirumuskan al-Maudu >dy tampak 
bahwa negara dalam Islam di samping untuk menjaga 
keamanan, kesejahteraan, dan keadilan di kalangan manusia 
berdasar al-Qur’an juga untuk memberika kebebasan kepada 
warganya sehingga adapat bertindak tanpa adanya tekanan 
dari pihak manapun. Dua sisi unik yang sering menyentuh 
aspek-aspek kehidupan manusia; kekuasaan dan proteksi 
serta kebebasan dan hak asasi. Kedua sisi itu, bagi al-
Maudu >dy, memerlukan perhatian yang sama agar equibilirium 
dalam bernegara dan berbangsa.  
 
3. World State dan Nation States 
Berdasar pada konsepsi bahwa Islam tidak terbatas 
pada suku dan bangsa tertentu dan bahwa ia menghadirkan 
sistem keadilan sosial yang tertumpu pada keimanan dan 
moralitas, al-Maudu >dy menyatakan bahwa sasaran utama 
dari negara Islam adalah negara dunia (World State). Ia tidak 
menyetujui sistem nasionalisme yang menurutnya 
bertentangan secara diametrik dengan Islam. 
Pertentangan itu terlihat pada: pertama, hukum Tuhan 
(al-Shari >’ah) ditujukan untuk membawa manusia pada satu 
kerangka moral dan spiritual (one moral and spiritual frame-
work) dan menjadikan mereka bekerja sama dalam skala 
universal. Sedang nasionalisme di satu sisi menghancurkan 
kerangka ini dan di sisi lain juga menciptakan dendam 
kesumat (bitterness)dan kebencian (hatred) antara negara-
negara (Nation States) sehingga menyebabkan mereka saling 
berperang dari pada saling tolong menolong.36 Kondisi yang 
disebut terakhir, pada realitanya, sering terjadi di negara-
                                                        
35Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Political Theory in Islam, h. 255-256. 
36Abu> al-A’la> al-Maudu >dy, “Nationalism and Islam”, Dalam John J. 
Donohue, Islam in Transition (New York: Oxford University Press, 1982),h. 95. 
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negara Islam, seperti perang Irak-Iran, Irak-Kuwait, dan lain-
lain, di mana satu negara Islam berupaya untuk merampas 
hak negara Islam lain meskipun sesungguhnya, secara 
normatif, tidak dibenarkan oleh ajaran Islam sebagaimana 
disampaikan oleh Nabi ketika Haji Wada’  bahwa harta, harga 
diri,dan darah kaum Muslimin haram bagi muslim yang lain, 
karenanya tidak diperbolehkan saling mengambil, mencaci, 
dan membunuh (HR. al-Tirmidzi). Toh, upaya ke sana secara 
sistematis terus dilakukan hingga rezim yang berkuasa (baca: 
Saddam Husein) tumbang. 
Kedua, hukum syariah memberikan kesempatan 
kepada manusia untuk menjalin hubungan secara bebas 
sehingga dapat mengantarkan mereka pada kemajuan 
peradaban dan kebudayaan. Sedangkan nasionalisme 
menghalangi hubungan ini dan membuat batasan-batasan 
geografis dan hal-hal yang berkaitan dengannya.37 
Tampaknya, al-Maudu >dy, sebagaimana Rasyid Ridla, 
mendukung bahwa sistem khilafah perlu dihidupkan lagi di 
kalangan umat Islam. Hal ini terlihat dalam bukunya al-
Khilafah wa al-Mulk di mana ia menjelaskan dengan lugas 
keutamaan dan kebagusan pemerintahan al-Khulafa’ al-
Rasyidun dengan merujuk pada ucapan-ucapan dan praktek-
praktek mereka.38 
Di sisi lain, tampaknya al-Maudu >dy tidak mengingkari 
adanya negara bangsa (nation states) di kalangan umat Islam, 
sungguhpun negara itu diklaim sebagai bagian dari negara 
Islam. Hal ini terlihat pada tulisannya: 
“Negara ini (Islam) berdiri atas dasar ideologi semata-
mata dan tidak atas dasar-dasar ikatan warna, ras, 
bahasa, atau batas-batas geografis …. Setiap warga 
negara di seluruh dunia yang ditegakkan atas prinsip-
prinsip Islam adalah ‘negara Islam’ baik ia berada di 
Afrika, Amerika, Eropa, atau di Asia… Dan apabila di 
berbagai tempat di belahan bumi terdapat beberapa 
negara seperti ini, maka semuanya adalah ‘negara Islam’ 
                                                        
37Ibid. 
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yang dapat saling tolong menolong dan bantu 
membantu di antara mereka sebagaimana  layaknya 
antara saudara-saudara yang saling mengasihi, tidak 
bertarung atas dasar nasionalismne ataupun ikatan-
ikatan kebangsaan yang beraneka ragam. Dan apabila 
mereka sama-sama mencapai persetujuan, merekapun 
dapat membentuk perdamaian internasional dan 
kesatuan pendapat umum yang bersifat internasional’.39 
Sepintas pendapat al-Maudu >dy di atas kelihatannya 
kontradiktif, namun sebenarnya tidak denmikian. Sebab, 
baginya, negara-negara bangsa (nation states) yang menerima 
prinsip-prinsip Islam, meskipun dengan nama dan tempat 
yang berbeda kesemuanya adalah negara Islam. Jadi, negara-
negara bangsa itu meskipun berdiri sendiri dilihat dari segi 
teritorialnmya, namun pada akhirnya ia menjadi bagian dari 
negara Islam yang bersifat universal atau negara dunia (world 
state). 
 
4. Wewenang dan Kekuasaan Pemerintah  
Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yang oleh 
Montesque disebut dengan Trias Politika dan dibagi menjadi 
tiga; kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagi al-
Maudu >dy prinsip-prinsipnya dapat ditemukan dalam al-
Quran, terutama surat al-Nisa’/4 : 59 : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul-(Nya), dan ulil amr di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian”. 
Ayat di atas, menurut al-Maudu >dy, mengandung 
empat konsep dasar tentang perundang-undangan, yaitu: 
Pertama, ayat ini menjelaskan tentang enam hal yang 
bersangkutan dengan konstitusi dasar, yaitu : (a) Ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya harus di dahulukan dari ke 
taatan kepada yang lain. (b) Ketaatan kepada ulul amr 
                                                        
39Ibid., h. 88-89. 
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(pemerintah) datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-
Nya. (c) Ulul amr haruslah terdiri dari orang-orang mukmin. 
(d) Rakyat mempunyai hak untuk menggugat para penguasa 
dan pemerintah. (e) Kekuatan penentu dalam setiap 
perselisihan adalah undang-undang Allah dan Rasul-Nya. (f) 
Diperlukan suatu badan yang bebas dan merdeka dari 
tekanan rakyat maupun pengaruh pengauasa agar dapat 
memberi keputusan dalam perselisihan-perselisihan sesuai 
dengan undang-undang yang tertinggi, yaitu undang-undang 
Allah dan Rasul-nya.40 Dengan kata lain, segala hal yang 
terkait dengan konstitusi berada di bawah ketentuan Allah, 
pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, rakyat mempunyai hak 
untuk menentukan pilihan mereka, sementara penguasa lebih 
berfungsi sebagai fasilitator yang memegang amanat Tuhan. 
Kedua, kekuasaan badan-badan eksekutif haruslah 
dibatasi dengan batasan dan ketentuan-ketentuan Allah dan 
Rasul-Nya. Bila pelaksana badan eksekutif itu keluar dari 
batasan-batasan itu, maka ia kehilangan haknya untuk 
menunutut ketaatan rakyat kepadanya. Lebih dari itu, badan 
eksekutif ini haruslah dibentuk dengan jalan 
permusyawaratan, yaitu melalui pemilihan dan ini 
merupakan satu-satunya cara yang dibenarkan. Sungguhpun 
demikian, bentuk-bentuk musyawarah dan pemilihan itu 
ditentukan oleh manusia. Al-Qur’an ataupun hadis tidak 
menentukan bentuk-bentuk itu, di dalamnya hanya 
dikemukakan dasar-dasar dan kaedah-kaedah umum yang 
pengejewantahannya diserahkan kepada manusia.41 Nuansa 
theo-demokratis terlihat pada pernyataan di atas ketika 
ketentuan-ketentuan Tuhan dijadikan pijakan baik dalam 
pemilihan eksekutif maupun dalam pelaksanaan roda 
pemerintahan dan pada sisi lain, rakyat diberi wewenang 
untuk menentukan sendiri melalui musyawarah cara-cara 
kedua hal tersebut.  
Ketiga, lembaga legislatif harus bekerja berdasar 
musyawarah. Kekuasaannya dalam membuat undang-undang 
                                                        
40Ibid., h. 73. 
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harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan Allah. Masalah-
masalah yang oleh Allah dan Rasul-Nya telah ditetapkan 
hukum-hukumnya dengan jelas atau ditetapkan batasan dan 
prinsip-prinsip dasarnya, maka badan legislatif berhak 
membuat penafsiran-penafsiran, perincian-perincian atau 
mengajukan saran-saran untuk membuat kaedah-kaedah atau 
peraturan-peraturan pelaksanaan ketentuan Allah itu. Dalam 
hal ini, badan legislatif tidak diperbolehkan mengadakan 
penolakan atau penggantian.42 Untuk hal-hal yang oleh Allah 
dan Rasul-Nya tidak ditetapkan hukum-hukumnya dengan 
pasti atau belum ditentukan dasar-dasar atau batasan-
batasannya, maka badan legislatif diperbolehkan membuat 
undang-undang sesuai dengan ruh Islam dan prinsip-
prinsipnya yang umum. 
Keempat, lembaga yudikatif haruslah bersifat bebas dan 
terlepas dari segala campur tangan, tekanan, atau pengaruh 
sehingga ia dapat membuat keputusan, baik melawan rakyat 
maupun penguasa sesuai dengan konstitusi tanpa rasa takut 
atau penyimpangan.43 Bagi al-Maudu >dy, satu kata yang harus 
dipegang oleh lembaga yudikatif, yaitu ‘kedaulatan Tuhan’ di 
mana ketika keadilan akan ditegakkan, maka bagi para 
praktisi hukum, kedaulatan dan keadilan Tuhan selalu 
terrepresentasi. Ini akan membawa pada perwujudan keadilan 
yang sesungguhnya sebab ketika hukum akan ditetapkan, 
aturan Tuhan menjadi pertimbangan yang membawa pada 
konsekuensi dunia-akhirat. Dengan demikian, keadilan akan 
dapat ditegakkan dengan seksama sesuai dengan apa yang 
dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.  
 
C. Penutup 
Beberapa hal yang perlu disampaikan pada akhir 
tulisan ini berkenaan dengan pemikiran al-Maudu >dy tentang 
politik dan pemerintahan adalah: pertama, prinsip teori politik 
Islam adalah tauhid, dalam arti, kekuasaan negara dijalankan 
menurut ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan Tuhan; 
                                                        
42Ibid., h. 74 
43 Ibid. 
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manusia menjalankan kekuasaan atas nama kedaulatan 
Tuhan. Di sisi lain, manusia juga diberi wewenang untuk 
secara  bebas menentukan pilihannya selama berada dalam 
koridor limitasi dan ketentuan-ketentuan Tuhan itu. 
Karenanya, menurut al-Maudu >dy, negara Islam bukanlah 
negara teokrasi dan bukan pula negara demokrasi, melainkan 
gabungan antara keduanya yang disebutnya negara theo-
demokrasi. Kedua, tujuan negara Islam di samping untuk 
menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keadilan berdasar al-
Qur’an juga untuk memberikan kebebasan kepada warganya 
sehingga dapat bertindak tanpa adanya tekanan dari pihak 
manapun. Ketiga, pada dasarnya Islam menghendaki Negara 
Universal atau Negara Dunia (Islamic World State) karena 
ajaran dan perundang-undangan Islam tidak dibatasi dengan 
teritorial, ras, atau bangsa tertentu. Keempat, wewenang dan 
kekuasaan pemerintah baik yang berada pada badan-badan 
legislatif, eskekutif, maupun yudikatif tidak diperbolehkan 
keluar dari frame-work yang telah ditentuan oleh Allah sebagai 
pengauasa penuh sementara badan-badan itu hanya 
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